
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2fr22

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5

TAHUN 2A2L TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: a.

b.

c.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur sumatera utara Nomor

5 Tahun 2O2l sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Gubernur Nomor 6 Tahun 2A22 telah ditetapkan pedoman

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

bahwa delam rangka menindaklanjuti ketentr:a-n Pasal3 ayat {2}

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OZO

telah ditetapkan Standar Harga Satuan Regional, yang

menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Standar

Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efesiensi,

efektifitas, kepatutan da:r kewajaral sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang*undanga:r;

bahura adarrya penyetaraan jabataa fungsional terhadap jabatan

administrator dan jabatan pengawa"s di lingkungan Pernerintah

Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a? huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Gubernur teatang Perubahan Kedua atas Peraturan

Grrbernrr Sumatera Utara Nonror 5 Talrrrn 2O2L tentang

d.



Mengingat 1.

2.

1
r).

4.

5.

6.

7.

8.
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Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di
Lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Utara;
Pasal 18 ayat (6i undang-undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1gs6 tentang pembentukan

Daerah otonom propinsi Atjeh dan perubahan peraturan
Pembentukan Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lgs6 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nornor 1103);

undang-undang Nomor 1T Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2o0s
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a285);

undang-undang Nomor I Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4
Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oa4 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nornor aa}Aj;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia

Nomor 5a9a);

undang-undang Nomor 23 Tahun 2av tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4
Nomor Z44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncmor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2o2a tentang cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a2a Nomor
245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20oo tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dar: \liakil Kepara Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 2lo,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o2gl;
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IVlenetapkan

9. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun za9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Incionesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6322|;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubrik Indonesia Nomor Bo
tahun 2015 tentang pembentukan produk F{ukum Daerah
(Berita Negara Republik Ind,onesia Tahun 201s Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dalam peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor na rahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2als tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

1l-. Peratura-n Menteri Dalam Negeri RepuLrlik indonesia Nomor z7
Tahun 2a2o tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2a2o Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GIJBERNUR SUA.'IATERA LTTARA NOMOR 5 TAHLIN
2A2I TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2o2l
te,ta,g Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara (Berita Daerah
Provinsi sumatera utara Tahun 2a2r Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2a22 tentang
Perubal:.an Atas Peraturan Gu-bernur sumatera Utara_ Nomar 5 Tahun
2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Daiam Negeri dan Luar
Negeri di Lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2Z Nomor 6) diubah
sebagai berikut:
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1 Ketent,an Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

pasai 2

{1) Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Perjalanan Dinas Dalarn Negeri; dan
b. Perialanan Dinas Luar Negeri

(21 Ferjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bagi Gubernur dan wakil Gubernur, pimpinan dan Anggota
DPRD, Pejabat pimpinan Tinggi &Iadya, pejabat Tinggi
Pratama, pejabat Administrator dan/atau pejabat
Fungsionai penyetaraan Jabatan Administratcsr, pejabat

Pengawas dan/atau pejabat Fungsionar penyetaraan

Jabatan Penganvas, pejal:'at Fungsional d.an pejabat pimpinan
Tinggi, calon pegawai Negeri sipil, Non pNSl di luar pNS di
lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Utara.

(3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf
br bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat {3) huruf a dan huruf b diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(U Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, di,golongkan menjadi :

a. perjalanan dinas jabatan ke luar rvilayah provinsi

Sumatera Utara;

b. perjalanan dinas jabatan dalam r.a,ils3rafu provinsi

Sumatera lJtara;

c" perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan

pelatihan {Diklat).
(2) Perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi scbagairnana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas

yang melewati batas wilayah Ibukota Provinsi Sumatera
T lt rtrq

(3) Perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi

sebagaimana dimaksud pada a.vat (1) huruf b terdiri dari :

a. perjalanan d.inas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8

{delapan) jam 3,61ng dimulai dari kcta asaL danf atau kcta
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Medan ke kota tujuan, sampai dengan selesai
pelaksanaan tugas di kota tujuan dan kembali ke kota
asai atau Kota Medan dalam wiia3rah provinsi Sumatera
utara yang keseruruhan pelaksanaan tugas kedinasan
dimaksud melampaui g (delapan)iam, berdasarkan surat
Perintah Tugas (spr) dan surat perintah perjalanan

Dinas (SppD) yang diterbitkan oleh pAlKpA.

b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dari kota
asal danf atau kota Medan ke tempat tujuan bekerja dan
sebaliknya yang keseruruhan pelaksanaan tugas
kedinasan dimaksud tidak melampaui B (delapani iam
berdasarkan spr yang diterbitkan oleh pA/KpA tanpa
menerbitkan SppD.

t4l' Perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan pelatihan
(Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan Perjaianan Dinas mengikuti pendidikan dan
Pelatihan Jabatan dalam meningkatkan kemampuan
Sumber Daya Manusia.

3. Ketentuan Pasal 7 a3"at {5} diubah sehingga berbunyi set-.,agai

berikut:

Pasal 7

{i} Perjalanan dinas diiakukan untuk melaksanakan tugas Lragi

kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan
prinsip efisien dan efektif.

{21 Perjalanan dinas dalam negeri rneliputi perjaianan dinas baik
di dalam maupun di luar provinsi sumatera utara dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh pejabat/pNs, cpNS,
Non PNS/di luar pNS setelah mendapat persetujuan d.ari
pejabat yang berwenang.

(4) setelah melaksanakan perjaranan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} diwajibkan :

a-. membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang memerintahkan
oebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai

bagian tidak Lcrpisahkan dari peraLuran Gubernur ini;
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b' menyampaikan pertanggungjarvaban perjaranan dinas
kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 (iima)
hari dengan melampirkan :

1. SPPD (surat perintah perjaranan Dinas) yang telah
ditandatangani oleh pejabat setempat.

2. Laporan hasil perjalanan dinas.

3. Tiket pesawat udara dan boarding pass.

4. Bukti pembayaran menginap di hotel.
5. Kw'itansi transportasi ke dalam dan ruar daerah.
6. Transportasi dalam kota khusus Gubernur, wakil

Gubernur dan pimpinan Dewan.

c- tiket pesar,vat sebagaimana dimaksud dalam huruf b
angka 3 pembelianny'a dapat dilakukan melalui tranrel

maupun media online;

d. bukti pemkrayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b
pada angka 4 pembeliannya dapat melalui biro
perjalanan maupun media online; dan.

e. pejabat setempat sebagaimana dimaksud. daiam huruf b
pada angka 1 adalah pejabat pada instansi tujuan atau
panitia penyelenggara atam ternpat kegiatan.

(5) Dalam hal kesulitan memperoleh sarana transportasi
sehingga diperlukan biaya tambahan, maka dapat diberikan
tambahan biaya sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat
surat pernyataan pengeluaran riil yang diketahui oleh
PA/KPA.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat i3) diubah sehingga berbun5ri sebagai

berikut:

Pasal 9

(1) Perjalanan dinas bagi istri/suami Gubernur/wakil
Gubern,r yang sifatnya mendampingi cubernur/wakil
Gubernur melaksanakan kunjungan ke luar/dalam daerah

berdasarkan undangan resmi/tugas kedinasan diberikan
bia3,s transport, Llang hrarian dan moda transportasi udara
yang disamakan dengan Gubernur/Wakil Gubernur.

(2| Perjalanan dinas Lragi Pegawai Non ASN adaiah pegawai yang

memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang

L:e::rl.enang de::gan sraius Feganvai i\:cn A.Sl=i derrgan



perjanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik, tugas
pemerintah dan tugas pembangunan tertentu dalam masa
kerja tertentu sesuai <iengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Perjalanan Dinas bagi Ketua/wakil Ketua Tim penggerak

PKK, besaran Bia1,a penginapan dan Transportnya
disamakan dengan pejabat Eselon II,
sekretaris/BendaharafKetua pokja disamakan dengan
Pejabat Eseion III danlatau pe.jabat Fungsionai penyetaraan

Jabatan Administra.tor dan Anggota Tim penggerak pKK

disamakan dengan pejabat Eselon IV dan/atau pejabat

Fungsional Penyetaraan Jabatan pengar,r.,as.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayar (2), ayat (4) dan ayat (5) huruf c
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

{1) Biaya uang harian perjalanan dinas d"alarn negeri merupakan
pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana

Perjalanan Dinas ke luar daerah/ruar provinsi dan dalam
daerah di wilayah KaLrupaten/Kota clari tempat kedudukan
ke daerah tujuan yang lebih dari 8 (detapan) Jam dan d,iklat.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan
uang saku, keperiuan transportasi lokal dan keperluan uang
makan.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan
8 (delapan) iam dari Kota Medan atau tempat kedudukan ke

tempat tujuan bekerja dan sebaliknya yang keseluruhan
pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud tidak melampaui g

(delapan)jam hanya dapat diberikan biaya transportasi loka1

dibayar secara riil .

{3i ua.ng Harian pendidikan dan pelatikran diberikan dalam
rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam

kota yang melebihi I (delapan) jam pelatihan atau
diselenggarakan di luar kota.

{4) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dibayarkan secara Lttmpsum untuk semua

tingkatanIgok--,rrgan-
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(5) Untuk kegiatan/pertemuan :

a. non diklat yang bia;.a konsumsi ditanggung
panitiaTpenyeienggara, uang harian dibayar secara
Lumpsum.

b. diklat yang biaya konsumsi ditanggung panitia/
Penyeienggara dibayarkan uang harian ciiktat.

c. diklat yang biaya konsumsi tidak ditanggung
panitia/penyelenggara, uang harian dibayar secara
Lumpsum

6. Diantaraayat (3a) dan ayat (4) pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat {3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

{1} Bia3,a, transportasi pesavi,at udara dan bia3.a transportasi
lainnya dibayarkan secara at cost atau biaya riil.

(2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

ayat {2) huruf b terdiri atas:

a- perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan sampai

tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;

b. dalarn hal perjalanan dinas lebih dari g Jam di dalam
wi1a3r;1[ Provinsi surnatera utara ke Kairupaten/Kota
yang teiah mempunyai Bandara Udara, maka clapat

rnenggunakan moda transportasi udara (pesawat

Terbang).

c. dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari
8 (delapan) iam, biaya transportasi darat dari Ibukota
Provinsi/Kabupaten/ Kata tempat kedudukan ke wiiayah
Kabupatenfl{ota dalarn Provinsi (one way) }.ang melenrati

batas kota asal/tempat kedudukan, d.iutamakan
pertanggungjawabannya dengan biaya riil (at cost),

kecuali bukti pengeluaran transportasi biaya ri11 (at cost)

tidak diperoleh, maka dapat dipertanggungjawabkan

dengan Surat Pernyataan pengeluaran Riil Transportasi

atas persetujuan Pengguna AnggaranfKuasa pengguna

Anggaran dan besar:annya disesuaikan dengan

kewajaran dan nyata ke Kabupaten/Kota tempat tujuan
serta tidak melebihi ctari biaya yang telah ditetapkan
d"alam Keputusan Gubernur.
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d. biaya transportasi perjalanan Dinas Keruar wilayah
Provinsi Sumatera utara {Luar Kota} diberikan secara riil
berciasarkan fasiiitas transportasi yang digunakan
(Pesa'"vat Terbang), pembiayaan tiket pesawat perjalanan
dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran
standar biaya tiket pesaw-at perjalanan dinas dalam
negeri sepanja.ng didukung dengan bukti pengeluaran riil
(pembiayaan secara ai cosf).

e. dalam hal maskapai memisahkan tiket dan bagasi, maka
untuk biaya bagasi dibayarkan secara riil;

f. dalam hai perjalanan dinas ke luar wilarrah provinsi/luar
ibukota Provinsi, satuan biaya taksi perjalanan dinas
dalam negeri merupakan satua_n bia5.s ]rang digunakan
untuk perencanaan kebr.rtuhan perjalanan taksi d.ari
tempat kedudukan menuju
bandara/pelabuhan/terminalf stasiun keberangkatan
dan dari bandara/perabuhanlterminar/ stasiun
kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.

g. surat Pernyataan pengeluaran Riil Transportasi
sebagaimana tercantum d,alam Lampiran II sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur
ini.

(3) Dalam hal Perjalanan Dinas Lebih dari g Jam ke

Kabupaten/Kota dalam wiiayah provinsi, Biaya transportasi
kegiatan tidak dapat diberikan apabila perjalanannya
menggunakan kendaraan dinas.

(3ai Kendaraan dj.nas jatratan da-nf atau kendara_an pritradi ].a-ng
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas
lebih dari 8 jam ke KabupatenlKota daiam provinsi dan
perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi yang berdekatan
dengan Provinsi surnatcra utara dan/atau dalam wilayah
pulau Sumatera, dapat diperhitungkan untuk biaya

penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengganti

bia3rs tol yang dipertanggungjann abkan secara rilL lat cost.

(3b) Dalam hal Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam ke

Kabupaten/Kota daiam wilayah Provinsi dan perjalanan

dinas ke luar wilayah Provinsi yang berdekatan dengan

Prr:vinsi Sumatera Utara dar:fatau dalam xrilalrah pulau
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Sumatera dengan menggunakan kendaraan sewa dapat
cliberikan kriaya pengganti transportasi secara at-cost (biaya
riil) ciengan komponen bia}.anya termasuk untuk sewa
kendaraan, jasa pengemudi, bahan bakar minyak (BBM),
pengganti biaya to1 dan biaya parkir disertai rundou,n acara
sebragai penclukungn_ya.

{4) Dalam ha1 perjalanan dinas lebih d.ari g Jam d.ilakukan ke
KabupatenlKota daram wilayah provinsi sumatera utara,
setelah mempergunakan Mod.a Transportasi udara {pesawat
terbang) dapat mempergunakan satuan fasilitasi
transportasi lanjutan ke kota tujuan tempat berdinas
dan/atau sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara
Lttrnpsum.

(5) Dalam hal melakukan pe{aianan d,inas keluar wilayah
Provinsi dan/atau luar Ibukota provinsi d"engan tujuan
kabupaten/kota daram wilayah provinsi, setelah
menggunakan moda transportasi udara (pesawat terbang)
dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi
lanjutan ke kota tujuan tempat berdinas danf atau
sebaiiknSra dan pembtieiyaan ditra3ra,rkan secara Lurap sum.

(6) Penugasan yang diiaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan
pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu
kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali
biaya transportasi dalam kota.

7. Ketentuan Pasai 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal i4

uang Representatif diberikan Kepada Gubernur, wakil Gubernur,
Pimpinan/Anggota DPRD, pejabat Eselon I, Eseion II,
Ketua/wakil Ketua Tim penggerak pKK dan pejabat lain yang
disetarakan, dibayarkan per-hari sebagai pengganti atas
pengeluaran tambahan seiama dalam kedudukan sebagai pejabat

Negara, Pejabat Daeralr, Pejabat Eselon I, dan pejabat Eselon II
daiam rangka PerjaLanan Dinas Jabatan, seperti bia-5ra tips porter,
tips pengemudi, serta dibayarkan secara lumpsurn.
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8. Ketentuan Pasal LZ ayat (1), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12)
ditambahkan sehingga berbunl.i sebagai berikut:

Pasai i7
(1) usulan pelaksanaan perjalanan dinas terlebih dahuir_r

mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang
berrvenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan
dan tanggal kembali.

t2) sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas, terlebih
dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin clari
Gubernurl waktr Gubernur atau yang mewakili Gubernur/
Wakil Gubernur.

i3) Asisten sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala perangkat

Daerah dan Kepala Biro di lingkungan pemerintah provinsi
sumatera utara apabila melaksanakan per.;'alanan dinas
terlebih dahulu mendapat persetujuanfperintat./ izin dari
Sekretaris Daerah.

(4) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka
persetuj u an f perintal' I izin diterbitkan oleh pelaksana tugas /
pelaksana harian.

t5) Perjalanan dinas dil.aksa-nakan atas dasar SPT dan SppD clari
pejabat yang berwenang.

(6) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan spr dan
SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibekrankan
pada APBD.

{7) Penertritan sPT dan sppD untuk melaksanakan perjalanan
clinas setelah mendapat persetujuan/perintah/ izin dari

Pejahat )rang bennrenang.

(8) Bagi Pejabat/PNS, CPNS, Non pNs/di luar pNS yang
melaksanakan perjalanan dinas seperti rapat koodinasi,
orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di
luar wilayah Provinsi Sumatera utara penandatanganan

keberangkatan/kedatangan pada sppD dapat dilakukan oleh
pejabat daerah seternpat dimana kegiatan dilaksanakan,

sedangkan untuk kegiatan serniRar, rE,orkshop, pelatiha-n

dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan sppD dapat
diiakukan oleh panitia pelaksan al tempatpelaksanaan.
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{9) PNS/Non pNS yang melaksanakan perjalanan dinas
menggunakan kendaraan sewa diisi minimal 3 (tiga) orang
<ian masing-rnasing ticiak <iiberikan uang rransportasi darat.

(10) Di luar PNS/Non pNS dapat melaksanakan perjalanan dinas
dalam rangka pemenuhan keperluan suatu tugas atau
kegiatan serta dapat diberikan biaya transportasi, akomodasi
dan uang saku.

(11) Biaya perjalanan dinas di luar pNS/Non pNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) disamakan dengan Non pNS.

(12) uang saku sebagaimana dimaksuel pada ayat (10) diberikan
sepanjang dananya tersedia dalam DpA.

9- Ketentuan Pasal 19 ayat {2i huruf e diubah sehingga berbr_rn3,i

sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Perjalanan dinas jabatan tercantum dalam surat perintah

Tugas (sPT) dan surat perintah perjalanan Dinas (sppD)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

12) sPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

drterbitk-an oLeh :

a. sPT untuk Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, sFT
untuk wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubern.-rr,

dan sPPD Gubernur dan wakil Gubernur ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah provinsi;

b. sPT Pejabat Eselon I, pejabat Eselon II, Ketua/wakil
Ketua Tim Penggerak pKK, Ketualwakil Ketua Lembaga

Non SKPD dan Pejabat lainnya ]rang setara,

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah provinsi;

c- SPPD Pejabat Eselon I ditandatangani oreh sekretaris
Daerah Provinsi;

d. SPPD Pcjabat Esclon II, Ketua/Wakil Ketua Tirn

Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD

dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh

Pejabat Eselan II, PA/KPA ].ang anggarannya dibebankan

pada Perangkat Daerah terkait.

e. SPT dan SPPD Pejabat Eselon III dan/atau pe.jabat

Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator, Pejabat

Es=lan i\'r d-ranfatau Pejahrat Fur:gsicl:ai Fer:yeta:-*ilr:



-13-

Jabatan pengawas, pNS Golongan I s.d Golongan IV,
sekretarislBendaharaf Ketua pokja/Anggota Tim
Penggerak pKK, Anggora Lembaga Non SKpD, pejabat

lainnya yang setara dan pegawai Tidak Tetap
ditandatangani oleh Kepala perangkat Daerah/ Kepala
Unit Keria;

f. SPT Kepala upr/Kepala cabang Dinas ditandatangani
oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan sppD Kepala
UPT/Kepala cabang dalam pelaksanaan tugas di w,ilayah
kerjanya ditandatangani oleh Kepara upr /Kepala
Cabang Dinas yang bersangkutan;

g. sPT dan SPPD untuk pejabat/staf sekretariat DPRD
Provinsi ditandatangani oreh Sekretaris DPRD prorrinsi.

h. format sPT dan sppD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran iv dan Lampiran v sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Perjalanan dinas untuk Ketua, wakil Ketua dan Anggota
DPRD diterbitkan oleh :

a. SPT untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

ditaadatangani oleh Ketua DPRD provinsi sumatera
Utara;

b. SPPD untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

ditandatangani oleh sekretari.s Dewan perwakilan Rakvat
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

t4l' Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan
sampai dengan 8 (delapan) iam diiakukan dengan surat
Perintah Tu-gas iSPT).

10. Ketentuan Lampiran 1I, Lampiran IV, Lampiran v, dan Lampiran
VI diubah sebagaimaner tercantum dalarn Larnpirarr sebagai bagial
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal II
Peraturan Guirernur ini muiai beriaku pada tanggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan

pada tanglal 4 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Mecian

pada tanggal 8 Juli 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A22 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 1 002

ttd

ttd



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2A22

TANGGAL 4 JULI 2A22

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat perintah perjalanan Dinas {sppD) Nomor Tanggai
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahura_:

1' Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti
pengeluaranrrya, meliputi :

No Uraian Jumlah
(Kota asal dan/atau Kota Medan ke Kota
Tujuan dan sebaliknya)

Jumlah

2, Jumlah uang tersebut di atas benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menvetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pen3rataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mesti.nya"

Mengetahui / Menyetujui,

Pengguna Anggaran/ Kuasa

Pengguna Anggaran

NAIVIA
PANGKAT
NIP

Medan,...

Pelaksana SPPD

NIP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEh,IBINA TIIdGKAT t
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHA{AYADI



LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TANGGAL 4 JULI 2022

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar

MEMERTNTAHKAN

Kepada 1. Nama
PangkatlGol
NIP
Jabatan

O I\Iqm a

Pangkat/Gol
NIP
Jabatan

3. dst."

Untuk

dst.

Setelah melaksa:rakan tugas agar membuat laporan

Dernikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

1

2
a.)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWi ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT i
NrF. 197104i3 199603 i 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI



LAMPIRAN V PtrRATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TANGGAL 4 JULI 2A22

KOP SURAT

Lembar ke
Kode No
Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
SPPD

:. \ant;r pegarxi 1'aug rlipe*txnhtatt

.r i'r;r-i. : i.:l: - . '- .", j' ;l^iilll' e.

b, -Iabeta$
c. Tingkat uremrnrt Pel&nuan

pe4falauan

-i. :I.,1K5rD PER.I-S,L.$A:. Dr\:-A$

a_

6. ir. Tempar berarigkat

tr. Te*rpi:t nrjrra*

?. a. Laruanya pe{alana* dirm*

b. Tmrggal berangrliat

s. Taaggal hanr* kernbali

ir :'r-1):ii.'l:

9. PembebenanA$ggareri

a. Irntrulsi

b. Ir{ata Ar}g!$rar

i 1..r:lii',!\.r.,.r1.. l. iil;'l r,.1"

a.

b.

a. ...;....,. harl

tr.

c. dlt

I-l.

Diheltarkafi rJi

P;rrl* Taosgal

PE J,{8.4T T"I*a;G BE R.ll'tr I I"5 G

SI1IAJELAS
FilSGti,rT
TIP

b.
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P{ahat Pelahs:rna Trknis Kegiaf*n (PP'IK}
BAGI.{}.-jBlI}.{\(;

\rll.\ JEt_.{s

$PPD No.
Bcrargk*t dari
{tcmpat kedudukan}
P*d* taaggai
Ke

Il. Tiba di
Pada tanggai

Beraxgkat dari
Ke
Pada t*ngg*l

Ktp*la Kepai*

Na:ra J*laq
)) Nxrxa fr:lxq(

Nip".r",lqr.

IIL Tiba di
Pada tanggal

Berangliet dari
Ke
Pada tanggal

Kepala Kepala

l.{ip
1 Narna Jelas 

-----_ 
)

Nip

IV. Tiba di
Pada tanggal

Berangkat dari
Ke
Pada ta:rggai

Kcpala Kepala

Nama Jelas ( Nama Jelas 
_1

!,lip.I'Iip.

V. Tiba Kembali di :

Pada tanggal l

Telah dipcriksa, dengan ketelangan bahrva pcriala.na*
terseb*t diaias benar dilakr:kan atas perinkhnya d{ln
semala * mata untuk kopcntingan j*balan dalarn *eirtu
ya/tg s$si*gkat - singkatnya

PE'.{BAT YANG EEX1VTNANG

NAMA.ITI"AS
rA}ECKAT
NTP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI

Ncnr* I*lle{

)



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NON/IOR 24 TAHUN 2A22

TANGGAL 4 JULI 2A22
SKPI)

Sudah diterirna dari

Jumlah Uang

Terbilang

Untuk Pembayaran

Rincian

K'IUITANSI./B{J'KTI PEMBAYARAN

:Pengguna An_qgaran,,Kuasa pengguna Ang_earan ..
Sumatera l]tara

:Itp. ..

Tahun Anggaran
Nomor BKU
Kode Rekening

Medan..
.labatan Penerinra [ )ang.

NAMA.IELAS
PA}{GKAl-
i\JtP.

Provinsi

Setuju Diba.var :

Pengeuna Arggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

NA]\{A.IELAS
PAN(;KAT
NIP.

I)iketahui
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan .........

NAMA.iELAS
PANGKAT
NIP.

Setu.iu dan lunas diba.var tanggal
Bendahara Pcnsel Lraran,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

NAMA.TELAS
PANGKAT
I\iTP,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DV/I ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 | AA2

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI


